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Sub Bagian Hukum dan Humas

BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat
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Mengawal Transparansi dan Akuntabilitas Keu.angan Negara '

Negara” pada Jumat (8/11), di
Hotel Mercure Pontianak.

Acara yang dilaksanakan
ini bertujuan untuk memba-
ngun komunikasi secara efek- ,
tif dengan pemangku kepen-
tingan, memberikan pema-
haman dan menyamakan
persepsi mengenai hasil peme-
riksnan BPK RI dan tindak
lanjut atas rekomendasi ha-
sil pemeriksaan yang diharap-
kan BPK RI dari entitas dipe-
riksa, serta memperoleh ma-
sukan dari pemangku kepen-
tingan dalam rangka mening-
katkan kinerja BPK RI.

Kegiatan sosialisasi ini
menghadirkan narasumber
Waukil Ketua BPK RI, Hasan
uisri dan Anggota DPR RI -
Kamaruddin Sjam.

Pada kesempatan tersebut,
Gubernur Kalbar, Cornelis
memberikan apresiasi kepa-
da BPK RI yang memilih
Kalbar menjadi salah satu
tempat kegiatan sosialisasi
vang sangat penting bagi
birokrat yang bersentuhan

dengan aktivitas pelaporan
keuangan.

“Saya memberikan apresi-
asi kepada. BPK yang dapat
menggelar seminar ini di
Kalbar. Tidak mudah meng-
hadirkan Wakil BPK R] lang-
sung ini ke Kalbar. Tapi, syu-
kur hari ini bisa bersama kita
dan saya mohon kepada pe-
serta dapat memanfaatkan
seminar ini untuk menyam-
paikan permasalahannya,”
jelas Cornelis. -

Lanjut orang nomor satu di
Kalbar ini, perbaikan demi
perbaikan terkait dengan
pelaporan keuangan mesti di-
lakukan. “Karena itu, jika ada
pemeriksaan oleh BPK, ja-
ngan sampai kepala satuan
kerjanya justru tidak ditem-
pat. Itu keliru, karena ada hal
vang perlu dijelaskan kepada
tim auditor BPK, untuk meng-

" ambil keputusan. Jangan

sampai, laporan sudah dibu-
at, ada temuan lalu “mengge-
lepar”, nah dalam seminar ini
jika ada masalah silahkan

gunakan moment ini untuk
itu. Diharapkan opini WTP
makin banyak di Kalbar,” pin-
ta Cornelis.

Sementara itu, Wakil ketua
BPK RI, Hasan Bisri mema-
parkan peran BPK mengawal
akuntabilitas dan transpa-
ransi pengelolaan keuangan
Negara, antara lain menjelas-
kan mengenai tugas pemerik-
saan BPK RI berdasarkan
peraturany dan perundangan,
pemeriksaan BPK RI sebagai
suatu kebutuhan dan hasilnya
bersifat final dan mengikat,
kewajiban entitas yang dipe-
riksa dalam menindaklanjuti
rekomendasi hasil pemeriksa-

-an serta peraturan dan meka-

nisme pelaksanaan tindak
lanjut rekomendasi hasil pe-
meriksaan BPK RI.

“Jadi pemeriksaan BPK itu

bukan mencari-cari kesalah-
an, namun mengaudit lapor-
an keuangan sesuai dengan
standar,” tegasnya.
Sedangkan Anggota DPR
RI. Kamaruddin Sjam, dalam

paparannya menjelaskan me-
ngenai peran DPR RI dalam
pengawasan pengelolaan dan
pertanggungjawaban keuang-
an negara, yaitu pengawasan
yang dilakukan DPR RI terha-
dap pengelolaan dan pertang-
gungjawaban keuangan nega-
ra berdasarkan peraturan dan
perundangan yang berlaku,
serta tata cara pengawasan
yang dilakukan DPR RI.

Dari sosialisasi yang diha-
diri oleh Kepala Daerah, Pim-
pinan DPRD, Pimpinan Satu-
an Kerja Perangkat Daerah
(SKPD), Forum Komunikasi
Pimpinan Daerah, LSM, Ba-
dan Kemahasiswaan dan Pers
ini diharapkan dapat mening-
katnya mutu hubungan ke-
lembagaan BPK RI dengan
para pemangku kepentingan
serta meningkatnya pema-
haman dan dukungan masya-
rakat terhadap peran BPK RI
dalam mendorong terwujud-
nya tata kelola keuangan ne-
gara akuntabel dan transpa-
ran. (haes) O
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